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Konflik Kepentingan Sebagai Sumber Pelanggaran


Konflik antara pribadi dengan institusi. Semua pribadi tidak dapat tidak selalu melembagakan diri dalam institusi, mulai dari institusi keluarga, institusi masyarakat, institusi organisasi sosial, institusi organisasi bisnis, institusi organisasi negara.

Tujuan Larangan Konflik Kepentingan

Perlunya diadakan larangan konflik kepentingan bagi seluruh jajaran parat penyelenggara negara dan pemerintahan agar:
1)
pejabat negara dan pegawai negari bersikap independen dan tidak berpihak, kecuali kepada tugas profesional yang wajib diembannya;

2)
kebijakan dan keputusan-keputusan pejabat pemerintahan dibuat menurut prosedur resmi dalam proses pemerintahan;

3)
pejabat negara dan pegawai negeri tidak menggunakan kantor, jabatan, atau pun wibawa kedudukan dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat pribadi;

4)
pejabat negara dan pegawai negeri tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat memberikan kesan atau citra bahwa yang bersangkutan menggunakan kantor, jabatan atau pun wibawa jabatan untuk keuntungan pribadi yang tidak sepatutnya;
5)
pejabat negara dan pegawai negeri dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, pejabat, dan pegawai negeri yang bersangkutan;
6) 
orang-orang yang dipilih, diangkat, atau dipekerjakan benar-benar menjalankan tugas penyelenggaraan negara dan tugas pemerintahan untuk dan atas nama kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

7)
kewajiban minimum pejabat negara dan pegawai negeri terpenuhi dengan diimbangi oleh imbalan hak maksimum yang diperolehnya melalui pengumuman kekayaan pejabat negara dan pegawai negeri setiap tahun disertai laporan tahunan mengenai produktifitas kerja yang bersangkutan; dan
8)
Prinsip perlakuan yang sama dan adil bagi semua orang sungguh-sungguh diterapkan dalam tiap-tiap aktifitas  pelayanan umum dan keputusan pemerintahan yang diambil.
9)
kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, pemerintahan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dijaga.

